" (Oleh: Drs. DPM. SITOMPUL, S.H.)

Kepohs:an Negara Repubilk in-
_donema merupakan salah satu alat
Negara penegak hukum yang dalam
metaksanakan tugasnya berkewajib-
an.m meimara keamanan cian ke-
tert:ban ) masyarakat Dalam me-
laksanakan tugasnya yang berat
dah luas itu, cenderung tugas tugas
yang dziaksanakan' --di lapangan
dilakukan secara individu {perorang-
an), h - ini sebaga: akibat dari
pengaru'n sifat orgamsasn Poliri..

Pada dasarnya setiap anggota
Polisi -vang bertugas di lapangan
dituntut mampu me'ngamb"il suatu
keputusan secara perorangan dalam
menghadapi s:tuas;:s;iuas:_. -yang
nyata.

Pengambtlaﬂ keputusan yang di-
lakukan Polisi menyangkut masalah
'.ketertiban dan keamanan masyara-

Palisi

kat, yang erat kaitannya dengan
hak hak asasi manusia. Oleh kareﬂa
sifat pekerjaannya ltulah maka
sering  harus menanggung
resikc menjadi sorotan masyarakat
Sorotan-sorotan yang ditujukan ke-
pada. Polisi ada yang bers:fat
positif dan bersﬁat negatit.’ Se«
benarnya sorotan itu berpangkal
tolak dari ‘hasil pengambilan ke-
putusan yang telah dilakukan oleh
petugas-petugas Polisi.

Celakanya ada beberapa oknum
Polisi vang keliru dalam mengambil
keputusan guna memecahkan se-
suatu masalah, akabatnya ada ang—
gota masyarakat tertentu merasa
dllanggar hak-haknya dan member|~

kan tangg_apan negatif kepada
Korps Kepolisian.
Masyarakat cenderung meng-

Penulis adalah Staf Pengajar PTiK yang saat ini sedang tugas belajér di Pasca Sarjana timu Hukum,
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harapkan anggota-anogota Polisi 0

vang Superman’  sepertt dalam
Film atau  Televist valtu Polisi
yang mampu mangambil keputusan
dan  bertindak cspat dan  tepat
misal, mengatasl arus kemacatan
lslu-tintas, pengambiian kepuiusan
vang tepat unituk menangkap pen-
jahat, pengambilan kepuiusan yvang
- simpati delam menghadapt pelajar-
- pelajar yang nakal, dan fain-lain.
Pengambilan keputusan yang di-
lakukan petugas Polisi di lapangan,

kadang-kadang harus dilaksanakan

dengan cepat karena situast vang

mendesak dan . perlu  ditangani.

gsegera Dalam situast  demikian,
peé:ugas vang %Jersangi«cuzan tidalk
sempat b@rkansul’cas; atau mohon
petuaguk kapada atasannya yang
lebih berpengaiaman ‘Sehingga di
pundakﬂyalah resiko dan tanggung-
jawab pengambt[an keputusan iiu,
jika kem_fuqan vang dfamblfnyﬁ
ity tepaL dan baik hal tersebut
merupakaﬂ hal .vang biasa, teLapx
jika saiah ia akan dapat krttlkan-
- Kritikan, '

A.Diskresi Kepolisian -

. Seringkali diskresi Kepolisian
diartikan sama dengan penyam-
pingan perkara. Sebenarnya an-
tara Diskresi dan penyampingan
~ perkara ada perbedaan, dan tidak
sepenuhnya sama.
Diskresi Kepolisian merupakan
realisasi dari asas kewajiban

"..{@'Eéaht'_maﬁgheid} dan dilaksans-

kan oieh petugas Polisl sejak dari
awal/permulaan menghadapi

sugtu peristiwa pidana, misalnya:

anggota Polantas manghadapi pe-
ngamudi maobil vang Sillnva
habis masz beriakunys, sedang-
kan pengemudi tersebut lama
bertugas di luar kota dan bary
hari itu ia pulang dari dinasnya,
Tindakan anggote Polantas tidzk
menggunakan wewenangnya un-
tuk menitang st pengemudi; dan
diganti dengan tindskan -~ me-
nasehati dan memberi pe‘{umuk
hal itu merupakan disicresi,
Masalzh penyampmgan pet
kara berbeda dengaﬂ deskresn
sebab peﬂyampmgan parkara dt-
dasarkan pada azas Gponunttas

dan digunakan pada suatu perls.

tiwa pidana di mana proses pe-
meriksaan terhadap tersangka
dan proses penuntutan terhadap
terdakwa sebagian besar telah
dilaksanakan, tetapi karena per-
timbangan tertentu maka per-
karanya tidak diajukan ke sudang
Fengadilan,

Pengertlan diskresi Kepohs&an
adalah: “"Suatu wewenang ber-
tindak vyang diberikan kepada
Polisi, untuk mengambil keputus-
an dalam situasl terientu, yang
merbutuhkan pertimbangan ter-
sendiri dan menyangkut masalah
moral, seria terletak dalam garis
batas artara hukum dan moral”
{Thomas J. AARON, 1980, hata-
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' Wewanang kebajaksanaan peﬂg
ambilan keputusan vang diambil
. _meh pe’ugas Polisi tersebut harus

“iperada’vdalam ruang lingkup

‘kewajibannya . yaitu’ kewaiiban
fiPolisbiuntuk menciptakan situasi
sketentibans dan’ keamanan: dalam

" "--.;masyarakat Keb;jaksanaan_ Ke-

'.:_-'puzusa*’i yang 1dzambzi it dapat
“bera; W

wi-bersifat ringan. (udak duajukan
ke sidang Pengaditan).
aarena Diskresi- Kepol;snan fer-
iat Ee_;a%-;_ di. antara.garis batas moral
w dan hukum, maka untuk men-
-..cegah agar.tidak terjadi tindakan
_penyalahgunaan wewenang perlu
- dibatasi, pelaksanaannya dengan
+-@sas kewapban
. Asas-kewajiban “ﬂerd:rl dari 4
'_;(empat) .sub. .asas,. vang merupa-
kan dasar .patokan .bagi pelak-
. sanaan dxskres; vaitu: :

1. Asas knperluan

2. Asas Masalah,

3. Asas Tujuan, -

‘4. Asas  Keseimbangan (Mayjen

© Pob#{Purn) Drs. SOEBROTO
BROTODIREDJO, SH 1985
‘ha%aman 20). - S

_ 'Asas keperiuan aualah aszs

vang member; pedoman bahwa
._tmdakan Polisi  hanya dapat
‘dnlakukan apabifa tindakan itu
) betui betul diperlukan untuk me-

Y rigien tergebut dapat bs

- impoateriil (rasg malL rasa kut,
vedantlaindain) A

_ : wa i perkara. -
ringan: tersshut - tldak diprosss
Liaterus,sikarena _peianggaran Sjtu

: __"pamka”l
*hahwa tsndakani--.-yang dilakikan
~oleh Polis harus selalu dikaitkan
- dengan permasalahannya;s idan
tindakan Polisitidak boleh:mem-
--:punyal motif pribadi,

--niadakan. suatu. .gengguan. atau
mencegah terjadinya:suaty gang-

guan. Sedangkan péngertlan gang-

guan adalzh suatu peristivwa yany
- dapat menimbulkan kerugian

qu%«

kerugian . materiil atall Kerugian

AEAs masalah mempaka_ atu
Cmemberi. peJaman

“Asas Tujuan, menghendaki

'“:'-‘agar tindakan Polisi- betulbe’fu!
“tepat dan mencapai sasarannya,
iguna: .menghilangkan atau ‘men-
‘xgegah terjadinya suatu gangguan
“yang merugikan,

Asas Keseimbangan memben

-.--_pedoma_ﬂ kepada. petugas. Polisi
agar - tindakan . Polisi - selalu- se-
wimbany  antara  keras . dengan

Junak tsndakan Yvang daambn(

seimbang . antara alat yany  di-

glnakan dengun ancamar:. yang
dihadapi.

Dengan demskaan asas keperlu—
an, asas masalah, asas tujuan,

“dan asas keseimbangan, dapat di-

pakai patokan dalam malaksana-
kan Diskresi Kepolisian. = =
Jika keempat sub asas tersebut

dtpedomam dan dihayati oleh

setiap petuyas Polisi di lapangan,

maka ‘tindakan penyalahgunaan
wewenang dapat dihindart dalam
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" ‘diskresi. Dan akan muncul tindak-

an diskresi- Polisi yang buaksana
dan sampats )

B Faktor-faktor yang Mempenga-

_.mh; Dnskresl

Dalam mengalankan tugasnya
Poi;m senantiasa - memperhatikan
- -keserasian. -antara- ~masalah “ke-

- ertiban dan - keamanan masya-

rakat. B aaiam ketertsban ma-
- syarakat ada suatu sastem norma
‘dan perilaku. . -
“Norma-norma yang hidu_p- dan
berlaku di ~tengah masyarakat
antara. lain: norma kesusilaan,
© -~ norma-sopan-santun, ‘norma-ke-
.percayaan, norma hukum. . Sis-
tem - noyma tersebutsebaiknya
difahami oleh -setiap petugas
Polisi, karsna tatanan . norma
jtumerupakan -bagian  dari ke-
hidupan masyarakat di‘mana pe-
" tugas® Polisi yang “bersangkutan
“ditempatkan. Pelaksanaan dis-
kresi yang benar dan cocok
dengan norma-norma vyang ada
dalam masyarakat akan menim-
bulkan -sikap yang s;mpa‘n ke-
pada Polisi. .
. Faktor-faktor yang mempe
ngaruhi peiaksanaan diskresi da-
lam tugas Polist adalah:
" 1. Faktor pendidikan si petugas.
' 2. Faktor pengalaman di petugas.
3, Faktor menial si petugas.
4. Faktor kelelahan pisik si pe-
fugas.
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5, Faktor sikap perilaku dan si
pelanggar hukum :

Ad 1 Faktor Pendldnkan 81 pa-

fugas .

- .8 Mata -peiajaran yang diperoleh
_.dari pendidikan : {sekolah) . 'Ke
~polisian -merupakan bekal dasar
“dalam pelaksanaan tugas Polisi.
“-Bekal dasar tersebut selanjutnya
“‘dikembangkan dan diwarnai de-
“ngan : pengalaman- pengalaman

prakiek si petugas. Masalah-
masalah vyang  dihadapi Polisi

di lapangan ada yang bersifat
"biasa dan luar biasa, sshingga
““latihan-latihan  praktek semu
~ {pura-pura} dalam pendidikan
‘Sekolah Polisi tidak hanya diajar-
kan latihan menghadapi masalah

konvensionil, tetapi juga men-
cakup latihan dalam menghadapi

“masalah inkonvensionil. Masalah
Inkonvensionil  tersebut rnisal-

nya: Petugas Sersan Dua Polisi
mengatur kemacetan lalu-lintas
seorang diri dengan tangan Kiri-
nya membawa alat komunikasi

~Handie Talkie (H.T). Tangan kiri
“membawa alat H.T. sambil men-
“dengar perintah-perintah  dari
.atasannya dan tangan kanan

memberikan tanda-tanda isyarat
mengatur kemacetan arus lalu-
{intas merupakan salah  satu
masalah inkonvensionil bagi Bin-

‘tara Polisi (Sersan Dua} vang

baru tamat dari sskolah Polisi.




Secara Konwsﬂs um! iata cara
mengatur. aris. Iaéu Etn+ H d@ngan

kadua, tangar yang Lebas memg

bes‘; ssyarat pengaluraﬂ

:,&a " 2 Fatﬂrm Pengasaman. ss pe-

' pengaiamanberugag di lapangan
yang, cukup lama- aﬁaﬂ ‘mempe-
ngaruhi keluwesan peﬂgambxlan
kmbigaksanaan Poi;s; dalam meng-
hadapi. - peianggdran peianggaran
yang dilakukan oleh warga na-
syarakat *i:er’tentu Karena pada
dasarnya pengalaman dapat mem-
pengaruhi - cara berp;klr dan ber-

tindak - seorang peﬁugds Poim

ci= lapangan

Ad, 3._ Faktor Mental si petugas

Kesulitan-kesutitan hidup yany
dialami oleh seorang angyota
"Polisi. yany bertuyas di kota
besar, dapat mempengaruhi ke-
seimbangan  kepribadian - sese-
oranyg vang tidak kwuat mentab
nva. . Pela hidup konsumtit di
kota besar dapat mempengaruhi
kehidupan seseorany yang mem-
punyal mental nerabas, misainya,
menerima uang suap (melakukan
pungli} uniulk mengaiasi sesuaiu
kebuiuhan rumah tangeanya. Da-
lam hal ini dapai teriasi ke

bijaksanaan Diskresi ditukar de-
ngan imbalan  uany = denyan
jumlah tertentu. s

g, &, Falitor. E{aé«wﬂahap --'-pssgk-

si patugas

- ekurangan jumiah _"tenag;,'a per-

- sonii-Kepolisian antara lain dapat

mengakibatkan - seerany .petugas
lapangan . bekerja terus-menerus

" melebihi’ beban, -dan “melebihi
-~ kemampuan kondisi. pisiknya. ..

-Kelelshan pisik sebagai.akibat
keria vang panjang dapat men-
pengaruhi kestabilan dalam meny-
ambil kebijaksanaan Diskresi, -Di
sisi lain juga dapat mempengaruhi
emosi (kurang sabar}, al dalam
melaksanakan tuyas.

Ad. B, Faktor sikap perilaku dari
si pelanggar hukum

Sesaorang yang telah melaku-
kan pelanggaran {misalnya. me-
langgar keteniuan rambu-rambu
lalu-lintas) dan tertangkap. pe-
tugas, jika menampilkan sikap
perilaku yang sopan dan meng
aku bersalah serta mengemuka-
kan alasan-alasannya kenapa ia
melanggar dengan logis, dan
minta maaf dapat dimungkinkan
petugas yang bersangkutan mem-
beri  kebijaksanaan  Diskresi,
membebaskan si pelanggar lalu-
lintas tersebuti. Jika nelanuyaran
it ringan sifainva, mungkin s
netugas akan memberikan na-
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sehat-nasehat/ pérEngafzan ter-
hadap si pelangyar,

. Pengrapan Undang Undang dan
Diskresi -

Ke!ompok ketompok “masya-
rakat ‘tertentu vang kebetulan
berurusan ‘dengan Polisi, cende-
rung -tidak mau tahu, Polisi
“yang dihadapinya“itt berpangkat
apa, sampai di ‘mana batas we-
wenangnya, apa latar belakang
pendidikannya, sudah’ berapa
lama petugas vang bersangkutan
herdinas di bidang terssbut dan
iain-lain,

Di sisi lain kelompok masya-
rakat yvang berhubungan dengan
Polisi cenderung menganggap
bahwa Polisi vang dijumpainya
itu adalah: “Polist yang sudah
siap segala-galanya’ siap menye-
lesaikan segala macam perscalan
ketertiban dan keamanan dalam
ragyarakat yang amat komplek
dan rumit.

Harapan-harapan unituk mem-
peralah kebijaksanaan Kepolisian
{diskresi}) quna membantu me-
nyelesaikan masalah yang sedang
dihadapinya iu kadang-kadang
tidak terpenuhi, Pada hal me-
nurut  anggapannya persoalan
vang sedang dihadapinya itu
amat penting dan mendesak,
sedangkan di sisi lain petugas
yang dihadapinya itu mempunyai
keterbatasan kemampuan misal-
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nya; P tugas yang bersangk utan
~baru tamat dari pendidikan dasar:
~ Kepolisian, atau belum berpeng-
" alaman tugas ' di bidangnya
karena baru saja dimutamkan i

bidang tugas itu otomatis me-
merfukan p‘enyesuaian diri.
Jika kita perhatikan petugas-

- petugas Polisi di lapangan (ter-
L utama di Potda Jakarta Raya)
" banvak duumpaa petugas ‘'yang
-berpaﬁgka’t ‘Sersan yang relatif
_usianya masih ‘muda dan cende-
Tung belum ‘begitu lama ber-

pengalaman dalam bidang tugas-
nva tersebut. Petugas-petugas Bin-
tara Polisi yang sudah tua (umur
48 tzhun pensiun) diharapkan
dapat mendampingi petugas yang
masih muda sambil memberikan
pengarahan-pengarahan.  Tetapi

rmasalah ini pun menjadi rumit

karena jumiah petugas Bintara

Polisi {Sersan, Pembantu Letnan;
yang sudsh "tua dalam peng-

alaman tugas’” cenderung ter-
batas,

Padahal untuk menerapkan
seni Diskresi (Kebijaksanaan Ke-
polisian}  faktor pengalaman
tugas, merupakan salan " satu
faktor yang menentukan Ke-
luwesan penerapan seni diskresi

. tersebut.

Salah satu aspek tugas Polisi
adalah menegakkan hulkum, vang
di dalam banyak hal dituntut
mampt menerapkan hukum/Un-
dang-undang. Padahal bDanyak




ketemuaﬂ Undang-Undang vang
“penerapannya di lapangan mem-
“butuhkan d;skresl Kepehsnan hal
':m d;sebabkan karena

1 S[tuasdi{eadaan ‘yang harus di-
'.'___.hadapi petuyas Polisi tersebut
- tidak ‘ada- ketentuan tertulis-
':"_"nya yang jaIas Mlsal lSi pasai
b ayat la butlr ke 4 KUHAP
~“{Kitab Undang-Undang Hu-
- kum Acara Pidana)” vang me-
& ;nyatakan sebagai berikut: Ka-
 fena kewa;zbannya (setnap ang-
: gcrta Polisi) mempunyai we-
' weriang uniuk mengajukan tin-
dakan ‘lain  menurut. hup:um
"_'ﬁyang bertanggung;awab
Kata-kata mengadakan tin-
dakan lain’ menurut hukum
{Komentar; menurut hukum
di sint dapat diartikan oleh
petugas, dengan arti menurut
nukum  feriulis maupun me-
nurut hukom adat tidak ter
tulis). Mal ini amat luas sekali
ertinye dan tidak mudsh
untul diterapkan dalam tin-
dakan Kepolisian, karena pe-
nerapannya mengundang
"sani’ Diskresi; apa isi dari
penjabsbaran  tindakan  lain
menurut hukum itu??
Walaupun dalam penjsiasan
KUHAP pasal 5 ayat 1l.a
butir 4 diberikan patokan
yang dimaksud dengan "tin-
dakan lain” tetapi patokah
tindakan tersehut dapat di-

“‘umpamakan - ibarat  suatu

“bingkai/pigura - foto' yang

kabur gambarnya karena mdak
“jelas. Sl _
“Untuk memperje!as darl gam—
“bar foto yang kabur’ {pen;e-
'-'lasan ‘pasal). diserahkan pene-

rapannya kepada pemmbang-

-an kebu_aksanaan ‘Kepolisian
- +(Diskresi Kepolisia_n)- datﬁi -pe-
Liugas Polish, -

-~ Jika petugas it saiah da!am

-_menerapkan seni D:skres; ia

diancam sanksh: mungkin di-
kenakan - tindakan disiplin,
Sanksi pidana, atau ganii rugi
{perdata}, dan dikritik masya-

rakat.

.{ﬁisk_resi harus diiakuka'n, ka-

rena situasi/keadaan vang ai-
hadapi petugas Polisi tidak ada
ketentuan hukumnya sebab
belum diatur dalam Undang-
Undang atau peraturan pelak-
sanaannya,

Misalnya: Undang-Undany MNo-
mor 3 tahun 185 tentany Lalu-
lintas dan angkutan jalan raya.
Di datam Undang-Undany ter
sebut diperintahkan ayar be-
berapa hal diatur secara khu-
sus di dalam peraturan pelak-
sanaannya, ietapi ternyata
belum diatur, misalnya ten-
tang hal-hal.

a) Ketentuan maksimal  jam
mengemudi bagi pengemudi
kendaraan umurm.
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b Keoepatan  maksimal

bagi
beberape kendaraan.

'-:_".-'c) Surat Izin Mengemudi,

di Dan ada beberapa hal fain-

‘aya lagl yang memerlukan

- -pengaturankarena menyang-

kut masalah-masalah keter-
.- tiban dan.  keamanan di
dalam berlalu-lintas.

- Masalah-masalah berlalu-lintas

¢ Jalan vang belum diatur
sgoara- izgas dalam Undang-
Undang Nomor 3 tahun 1965,
mengakibatkan netugas-pe-

tugas Polisi Lali-lintas sering

dihadapkan kepada masalah
Diskresi Kepolisian, Kesalah-
arrkesalahan dalam penerapan
pengambilan kebijaksanaan Ke-
potisian (Diskresi Kepolisian}

dapat membawa dampak ne-

Latu-Lintas secara umum,wala-
upun pada dasarnya kesalahan
ite hanya dilakukan oleh ok-
num  petugas terieniu  saja,
Golongan kelompok-kelom-

pok masyarakat terienty tidak
mau  tahu  betapa sulitnya
menerapkan hukum  dengan
Diskresi  Kepolisian. Padahal
hukum yang harus diterapkan
itu tidak.ada Ketentuan ter-
tulisnya secara tegas (isi pe-
ngariian  pasalnya  sarmar-
samar}, atau suaiy keadaan/
situasi yvang memerlukan ke-
hediran Polisi, tetapl keadaan
tersebut belum distur dalam
Undang-Undang/peraturan pe-
taksanaannva.



